PENJELASAN/KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
TENTANG 
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA YOGYAKARTA
1. LATAR BELAKANG.
PDAM Tirtamarta merupakan Badan Usaha Milik Daerah berbentuk perusahaan umum daerah (perumda) yang bergerak pada penyediaan jaringan air minum perpipaan dengan kepemilikan modal seluruhnya pada Pemerintah Kota Yogykarta. Perumda PDAM Tirtmarta didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Yogyakarta yang sekaligus juga merupakan anggaran dasar bagi Perumda PDAM Tirtamarta, berisikan: dasar pembentukan dan status PDAM, organisasi dan tatakelola, keuangan dan kinerja, pelayanan air minum, pengawasan dan evaluasi serta ketentuan lain.

Peraturan Daerah ini merupakan payung hukum yang mengatur kerangka umum, tujuan, peran, dan kewenangan PDAM sebagai entitas bisnis daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum. Diperlukan ketentuan lebih lanjut untuk operasional yang lebih efektif sebagaimana diamanatkan dalam berbagai pasal Peraturan Daerah Kota Yogyakarta yang meliputi:
a. Pasal 13 ayat (5): pelaksanaan Kewenangan KPM

b. Pasal 18 ayat (7): seleksi, pengangkatan dan pengangkatan Kembali anggota Dewan Pengawas.
c. Pasal 19 ayat (4): jumlah anggota Dewabn Pengawas dan pengangkatan ketua dewan pengawas
d. Pasal 21 ayat (6): tugas, wewenang dan kewajiban anggota Dewan Pengawas
e. Pasal 23 ayat (3): penghasilan anggota Dewan Pengawas 
f. Pasal 31 ayat (6): seleksi, pengangkatan, dan pengangkatan Kembali anggota direksi
g. Pasal 32 ayat (4): jumlah anggota direksi dan pengangkatan direktur utama
h. Pasal 38 ayat (3): penghasilan direksi
i. Pasal 55 ayat (2): pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajiban pegawai
j. Pasal 58: rencana bisnis dan rencana kerja anggaran
k. Pasal 59 ayat (8): pelayanan pelanggan
l. Pasal 64 ayat (7): pelaporan dewan pengawas 
m. Pasal 65 ayat (8): pelaporan direksi
n. Pasal 67 ayat (3): besaran penggunaan laba
o. Pasal 71 ayat (4): evaluasi 
p. Pasal 73 ayat (3): restrukturisasi
q. Pasal 77 ayat (4): pembinaan
r. Pasal 78 ayat (5): pengawasan
Peraturan Wali Kota ini akan menjadi pedoman bagi manajemen dan seluruh staf PDAM serta pihak-pihak terkait dalam menjalankan fungsi, tugas, dan tanggung jawab sesuai dengan amanat Peraturan Daerah. Tanpa adanya peraturan pelaksanaan ini, interpretasi dan aplikasi ketentuan Peraturan Daerah dapat bervariasi, berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, inefisiensi, dan bahkan hambatan dalam pelayanan publik yang optimal.
Ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, yang dilatarbelakangi keinginan untuk membuat BUMD air minum lebih baik/sehat serta berorientasi pada kinerja, juga menyebabkan perlunya penyesuaian terhadap beberapa aturan teknis berkaitan PDAM Tirtamarta, terutama berkaitan dengan jumlah direksi dan dewan pengawas, jenis kepegawaian, penghasilan Direksi, Dewan Pengawas maupun pegawai, serta pembatasan terhadap biaya operasional dan belanja pegawai yang masuk dalam pengaturan Peraturan Wali Kota ini.

2. IDENTIFIKASI MASALAH.
Sebelum penyusunan Peraturan Wali Kota ini, beberapa masalah dan kebutuhan mendesak telah teridentifikasi, antara lain:

a. Detail teknis operasional: 
Peraturan Daerah belum secara spesifik mengatur prosedur teknis operasional sehingga diperlukan pengaturan lebih lanjut sebagaimana diamanatkan oleh berbagai pasal dalam Peraturan Daerah.

b. Kesenjangan Implementasi: 
Adanya potensi kesenjangan antara ketentuan normatif dalam Peraturan Daerah dengan praktik di lapangan karena tidak adanya panduan teknis yang jelas untuk pelaksanaan operasional PDAM secara rinci.

c. Penegasan peran dan tanggung jawab: 
Diperlukan penegasan lebih lanjut mengenai pembagian peran, wewenang, dan tanggung jawab antar organ di lingkungan PDAM, termasuk pelimpahan kewenangan Wali Kota sebagai KPM.

d. Optimalisasi kinerja dan pelayanan: 
Kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja PDAM dalam memberikan pelayanan air minum yang berkualitas, terjangkau, dan berkelanjutan kepada masyarakat, termasuk pengaturan penghasilan dan kesejahteraan pegawai untuk mendukung kinerja.

e. Pengawasan dan Evaluasi yang Rinci: 
Diperlukan mekanisme pengawasan dan evaluasi yang lebih rinci terhadap Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, serta kinerja Direksi dan Dewan Pengawas untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan pencapaian target kinerja. 
3. MAKSUD DAN TUJUAN.
Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai instrumen regulasi yang memberikan panduan teknis dan operasional yang komprehensif bagi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Yogyakarta dalam melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2018.

4. SASARAN YANG DIWUJUDKAN
Sasaran yang akan diwujudkan dari disusunnya Peraturan Walikota ini adalah :

a. Bagi PDAM Tirtamarta : adanya panduan teknis dan operasional yang komprehensif, 
b. Bagi Masyarakat: adanya pengaturan pelayanan pelanggan yang jelas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
c. Bagi Pemerintah Kota Yogyakarta: adanya instrument yang jelas dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan PDAM Tirtamarta.
5. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBYEK YANG AKAN DIATUR
Pokok pikiran, ruang lingkup atau obyek yang diatur dalam penyusunan Peraturan Walikota ini adalah mengatur tentang:

a. Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan
b. Dewan Pengawas

c. Direksi

d. Pengangkatan, Kedudukan, Hak dan Kewajiban dan Pemberhentian Pegawai

e. Penghasilan Anggota Dewan Pengawas, Penghasilan Direksi, Penghasilan Pegawai

f. Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran

g. Pelayanan Pelanggan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirtamarta

h. Diversifikasi Usaha
i. Besaran Penggunaan Laba

j. Restrukturisasi PDAM

k. Evaluasi, Pengawasan dan Pembinaan

6. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN
Jangkauan dan arah pengaturan Peraturan Walikota ini adalah memberikan panduan teknis kepada PDAM Tirtamarta sehingga dalam operasional Perusahaan akan lebih baik/sehat dan memberikan manfaat lebih kepada Masyaraka.
Demikian keterangan/penjelasan kami susun sebagai bahan untuk harmonisasi pembahasan Rancangan Peraturan Walikota ini ke Kementerian Hukum Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
